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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 22 September 2022 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam

Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
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B. Imbauan

Dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas
Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri sebagaimana tugas dan wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Bawaslu pada Kampanye Pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1.

n ini telah
rovinsi

Netralitas Pegawai ASN:

R

a.

g.
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Bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan
tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
Bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik.

Bahwa Pegawai ASN bertugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pegawai ASN wajib melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode
perilaku ASN serta menjaga netralitas;

Bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut
PNS;
sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk.

Bahwa netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun.

Bahwa pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota

TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari
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B ng?a @eﬁtung h?fps:}(fjd?h.(gawas u.go.id/



lembagal/instansi masing-masing secara berjenjang. Pengawasan Netralitas Pegawai
ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

i. Bahwa netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek
pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal
tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin
masing-masing lembagal/instansi.

j. Bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota
TNI, dan Anggota Polri terhadap Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Kegiatan
dimaksud meliputi; pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang,
kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit

kerjanya, keluarga, dan Masyarakat.

2. Netralitas Anggota TNI:

a. Bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan
kegiatan politik praktis;

c. Bahwa netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun.

d. Bahwa pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota
TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari
lembagal/instansi masing-masing secara berjenjang. Pengawasan Netralitas Pegawai
ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

e. Bahwa netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek
pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal
tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin

masing-masing lembaga/instansi.

Daokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elekfronik (BSrE), BSSN .
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f. Bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota
TNI, dan Anggota Polri terhadap Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Kegiatan
dimaksud meliputi; pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang,
kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya,

keluarga, dan Masyarakat.

Netralitas Anggota Polri:

a. Bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik
dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;

c. Bahwa netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun.

d. Bahwa pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota
TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari
lembagal/instansi masing-masing secara berjenjang. Pengawasan Netralitas Pegawai
ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

e. Bahwa netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek
pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal
tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin
masing-masing lembaga/instansi.

f. Bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota
TNI, dan Anggota Polri terhadap Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Kegiatan
dimaksud meliputi: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang,
kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya,

keluarga, dan Masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

dengan ini mengimbau:

1.

n ini telah
rovinsi

Agar Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI),
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berdinas/bertugas di
Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung senantiasa bersikap dan menjaga Netralitas

pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 atau selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan

itandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN .
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peraturan perundangan yang berlaku (yang telah diuraikan di atas) dalam melakukan
tindakan dan dalam hal mengambil keputusan/kebijakan;

2. Agar dilakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing
terkait dengan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan

3. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran Pengawas Pemilu dalam
melaksanakan tugas dan wewenang pada Pemilihan Serentak tahun 2024 akan menindak
tegas apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terima kasih.
Ketua,

${ttd}

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, di Jakarta.
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